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LAPORAN TAHUNAN 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) 

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA 
TAHUN 2016 

 

 

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 
 

A.  KEBIJAKAN 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap Badan Publik 
wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, 
selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). 
Oleh karena itu untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik 
tersebut, maka sejak tahun 2013 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah 
menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 
tentang Layanan Informasi Publik. Regulasi tersebut menjadi dasar pengelolaan 
dan pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. 

Seiring dengan meningkatnya permohonan informasi publik yang 
dilayani oleh PPID di lingkungan Pemprov. DKI Jakarta dan untuk 
meningkatkan pelayanan informasi publik pada tingkat Provinsi, maka dinilai 
penting untuk merevisi regulasi tersebut dalam hal penguatan tugas dan fungsi 
PPID Provinsi sebagai PPID utama di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Oleh 
karena itu, pada tahun 2016, Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan 
yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta berubah 
nomenklatur menjadi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah 
mempersiapkan dan melaksanakan perumusan perubahan regulasi tersebut. 

Revisi regulasi mengenai Layanan Informasi Publik tersebut ditetapkan 
pada bulan September 2016, yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 175 
Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. Secara garis besar regulasi 
tersebut disusun dengan menjelaskan Kelembagaan Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID), Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme 
Pelayanan Informasi Publik dan Pelaporan, Monitoring serta Evaluasi 
pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. 

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 tersebut menjelaskan bahwa 
kelembagaan PPID dalam lingkungan Provinsi DKI Jakarta diuraikan menjadi 
PPID Provinsi selaku PPID utama dan PPID pada SKPD/UKPD sebagai PPID 
Pembantu serta dibantu oleh Tim Pertimbangan PPID dalam hal memutuskan 
masalah keberatan informasi. Langkah selanjutnya dari kelembagaan PPID 
adalah ditetapkannya regulasi berupa Keputusan Gubernur Nomor 2347 Tahun 
2016 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 2332 
Tahun 2016 tentang Tim Pertimbangan PPID Provinsi DKI Jakarta. 
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Dengan telah tersedianya kebijakan dan aturan tentang pelaksanaan 
layanan informasi publik di Pemerintah Provinsi DKI tersebut, maka Dinas 
Komunikasi, Informatika dan Statistik telah menyusun rencana kerja dan 
beberaoa rencana aksi kegiatan untuk mengimplementasikan layanan 
keterbukaan informasi publik tersebut. Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik telah disusun sebagai pedoman 
pelayanan dan pengelolaan informasi di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. 
Diharapkan dengan penetapan SOP tersebut maka seluruh pelayanan informasi 
yang dilaksanakan hingga ke unit kerja terkecil menjadi standar. 

 

B. SARANA DAN PRASARANA 

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID dilingkungan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan ketersediaan sarana 
dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia seperti; Desk/Meja Layanan 
Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan 
permohonan informasinya; perangkat komputer yang berada di Kantor Dinas 
Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta serta perangkat 
komputer lainnya yang dikelola oleh PPID pada SKPD/UKPD.  

Sarana dan Prasarana pelayanan informasi publik masih harus 
ditingkatkan dan diperbaharui. Karena desk/meja layanan informasi publik dan 
ruangan khusus pelayanan informasi yang representatif sangat diperlukan 
untuk memaksimalkan tugas pelayanan informasi kepada masyarakat/publik. 
Tak hanya itu saja, sesuai dengan rencana aksi Open Government Indonesia 
(OGI) desk/meja pelayanan informasi diharapkan nantinya pada tahun 2017 
juga tersedia hingga wilayah kelurahan. 

 
 

C. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA 

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses 
yang dimulai dari pengumpulan data dan bahan jawaban informasi publik, 
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi 
publik dan terakahir hingga ke proses sengketa informasi yang semuanya 
dilaksanakan oleh PPID Provinsi serta PPID pada SKPD/UKPD. Namun, 
sesuai dengan aturan yang ada, maka pada pelaksanaannya PPID Provinsi DKI 
Jakarta juga dibantu oleh beberapa bidang yang ditetapkan berdasarkan 
regulasi yaitu : Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan 
Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip serta Bidang Pengaduan atau 
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.  

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan 
tugas harian, seksi Pelayanan Informasi Publik Bidang Informasi Publik Dinas 
Komunikasi, Informatika dan Statistik menerima pelaksanaan tugas dan 
disposisi dari PPID Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola dan melayani 
informasi publik. 
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Dalam hal meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam 
pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi dan PPID 
pada SKPD/UKPD, maka setiap perwakilan data dan informasi (liaison officer) 
data juga dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait PPID serta selalu 
mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada dan sumber bacaan lain 
yang relevan. 

 

D. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA 

Selama tahun 2016, Kegiatan pengelolaan dan  pelayanan informasi 
publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi 
DKI Jakarta tidak menggunakan anggaran khusus dalam satu kegiatan. 
Kegiatan tersebut diakomodir dengan menggunakan sumber daya kegiatan 
Pengelolaan Data dan Penyediaan Informasi Publik pada Seksi Data dan 
Informasi (saat ini Seksi Pelayanan Informasi Publik) Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. 

Dalam hal memaksimalkan tugas dan fungsi PPID Provinsi DKI Jakarta 
selaku PPID utama dan pembina PPID SKPD/UKPD maka ketersediaan 
anggaran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya 
Pengelola serta pemahaman petugas data dan informasi PPID pada 
SKPD/UKPD dalam mengelola dan melayani permohonan informasi publik. 
Oleh karena itu, diharapkan pada tahun berikutnya ketersediaan anggaran 
tersebut dapat diakomodir dan diatur sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan 
yang berlaku. 
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II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI 
PUBLIK 

 
A. PENGELOLAAN DATA SERTA PENDOKUMENTASIAN INFORMASI 

PUBLIK 

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pendokumentasian 
informasi publik di PPID Provinsi DKI Jakarta, maka Diskominfotik melalui 
seksi Data dan Informasi (saat ini Seksi Pelayanan Informasi Publik) mengelola 
dan mendokumentasikan informasi publik melalui sistem informasi 
pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP). Sistem tersebut dibangun dengan 
memberikan user id kepada petugas data dan informasi PPID pada 
SKPD/UKPD untuk memasukkan/input DIP yang diklasifikasikan 
berdasarkan jenis informasi publik. Pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, 
namun belum dilaksanakan secara maksimal oleh setiap SKPD/UKPD karena 
terbatasnya jumlah sumber daya pengelola informasi di SKPD/UKPD. 

Guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan 
informasi publik dan pengelolaan Daftar Informasi Publik, maka PPID Provinsi 
telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2016, antara lain; 

1. Bimbingan teknis dan sosialisasi mengenai Tata Cara Penyusunan Daftar 
Informasi Publik kepada PPID SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta yang telah 
menyampaikan Surat Keputusan PPID SKPD/UKPD kepada Diskominfotik 
mulai tanggal 10 sampai dengan 16 Agustus 2016, bertempat di Ruang Rapat 
Kehumasan, Gedung Balaikota Blok G lt. 16. Total ada sebanyak jumlah 43 
SKPD yang hadir secara bertahap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.   Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik 

 

2. Melalui koordinasi dengan Seksi Kemitraan dan Kerjasama Kehumasan, 
telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 175 
Tahun 2016 dan Tata Cara Pengecualian Informasi Publik dengan tema 
Implementasi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik melalui PPID dan 
Media Kehumasan  pada tanggal 4, 5, 11 dan 12 Oktober 2016 yang 
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bertempat di Gedung Balaikota DKI Jakarta dengan total peserta sebanyak 
220 perwakilan SKPD/UKPD. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2. Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 dan Tata Cara 
Pengecualian Informasi Publik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3. Peserta Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 dan 
Tata Cara Pengecualian Informasi Publik 

 

Dalam hal pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, 
terdapat beberapa langkah/strategi yang telah dilakukan oleh PPID Provinsi, 
yaitu: 

1. DIP dikumpulkan dengan menggunakan sistem informasi serta secara 
langsung dengan bersurat kepada SKPD/UKPD untuk meminta Daftar 
Informasi Publik yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis informasi 
publik; 

2. menugaskan staf /petugas data dan informasi PPID Provinsi DKI Jakarta 
dengan mendatangi langsung SKPD/UKPD sumber informasi untuk 
mengumpulkan informasi yang dikuasai oleh SKPD/UKPD dalam bentuk 
hardcopy dan softcopy. Informasi yang diberikan harus sudah mendapat 
persetujuan dan pengesahan pimpinan; 
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3. Mendokumentasian hardcopy DIP pada lemari penyimpanan dokumentasi, 
dan softcopy diarsipkan secara online pada server melalui sistem informasi 
yang tersedia.  
 
 

B. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi disediakan 
secara langsung di PPID Provinsi dan PPID pada SKPD/UKPD melalui desk 
pelayanan informasi yang telah disediakan. Pemohon dapat menyampaikan 
permohonan informasinya secara tertulis, tidak tertulis atau secara online 
melalui portal/website PPID. 

 Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis 
(melalui surat, fax, e-mail), maka petugas data dan informasi PPID Provinsi 
akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk 
mengisikan formulir permohonan informasi publik serta mengecek validitas 
dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi 
permohonan informasi publik kepada pemohon. 

Apabila permohonan informasi disampaikan secara tidak tertulis, maka 
petugas data dan informasi akan membantu pengisian formulir permohonan 
informasi publik serta mengecek validitas dokumen dan persyaratan, 
kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara 
langsung kepada pemohon. 

Dan selanjutnya apabila permohonan informasi disampaikan secara 
online melalui portal/website PPID, maka formulir sudah diisi langsung oleh 
pemohon informasi dan selanjutnya petugas data dan informasi mengecek 
status validitas dokumen dan persyaratan untuk diberikan nomor registrasi 
permohonan informasi publik. 

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Provinsi maupun 
pada PPID pada SKPD/UKPD telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan 
Standar Operasional Prosedur yang ada. Untuk informasi yang diberikan 
melewati batas waktu/jatuh tempo pelayanan informasi, maka terlebih dahulu 
akan dikonfirmasi kepada pemohon informasi. 

  

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID PROVINSI 
DAN PPID PADA SKPD/UKPD 
 
a) PPID Provinsi DKI Jakarta selaku PPID Utama (Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik) 

Sepanjang tahun 2016, PPID Provinsi DKI Jakarta memberikan 
pelayanan informasi kepada 59 pemohon informasi publik, dengan rincian 
sebanyak 58 pemohon informasi individu (perseorangan) dan 1 pemohon 
informasi berbentuk lembaga/badan hukum. Pemohon menyampaikan 
permohonan informasi publiknya dengan cara mendatangi langsung desk 
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pelayanan informasi sebanyak 15 pemohon dan melalui portal/website PPID 
http://ppid.jakarta.go.id sebanyak 44 pemohon. 

Untuk satu pemohon informasi, biasanya terdiri dari beberapa jenis 
pertanyaan dan lebih dari satu jenis informasi publik yang diajukan. Dari 
seluruh informasi publik yang dimohon tersebut, ada sebanyak 46 pemohon 
informasi yang menerima seluruh rincian informasi yang dibutuhkan 
berdasarkan permohonan, sedangkan 7 pemohon informasi hanya diberikan 
sebagian informasi berdasarkan pertanyaan informasi yang diajukan. 

Tidak semua permohonan informasi dapat diberikan, dari rekapitulasi 
laporan pelayanan informasi publik, terdapat 6 permohonan informasi yang 
ditolak, karena jenis informasi publik yang ditanyakan atau diajukan tidak 
dikuasai oleh PPID Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya dari 6 permohonan 
informasi yang ditolak tersebut, 2 diantaranya mengajukan sengketa informasi 
publik ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. 

Hasil keputusan sengketa informasi publik tersebut telah disampaikan 
oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan menyetujui keputusan 
PPID Provinsi DKI Jakarta. Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik 
yang disampaikan melalui PPID Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2016 dapat 
dilihat pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Tabel 1. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 
 

b) PPID pada SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta selaku PPID Pembantu  

PPID Provinsi DKI Jakarta juga melaksanakan tugas dan fungsi 
monitoring dan evaluasi serta merekapitulasi laporan pelayanan informasi 
publik yang dilaksanakan oleh PPID pada SKPD/UKPD di lingkungan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Data rekapitulasi didapatkan dengan 
berkoordinasi secara langsung dan melalui media elektronik dalam periode 
berkala. 
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Secara garis besar hasil rincian rekapitulasi laporan pelayanan informasi 
publik PPID pada SKPD/UKPD sepanjang tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai 
berikut; Jumlah pemohon informasi yang menyampaikan permohonannya 
kepada PPID pada SKPD/UKPD (tidak termasuk Kecamatan dan Kelurahan) 
ada sebanyak 42066 pemohon informasi, dengan rincian sebanyak 22686 
pemohon individu (perseorangan), 16784 pemohon lembaga atau berbadan 
hukum dan 2596 pemohon organisasi/kelompok orang. 

Jenis informasi publik atau pertanyaan informasi yang diajukan oleh 
pemohon informasi terdiri dari lebih dari satu permohonan informasi dengan 
berbagai jenis informasi publik. Ada sebanyak 119 pemohon menanyakan 
laporan keuangan, 63 pemohon menanyakan laporan tahunan, 47 pemohon 
menginginkan informasi kontrak kerja, 9388 pemohon meminta informasi 
tentang LHP dan informasi lainnya sebanyak 32451. 

Dari keseluruhan informasi publik yang diminta oleh pemohon tersebut, 
ada sebanyak 41736 informasi yang disampaikan kepada pemohon informasi, 
sedangkan 330 permohonan ditolak karena 104 informasi yang dimohon 
merupakan informasi yang dikecualikan dan 226 informasi tidak dikuasai. Dari 
laporan yang disampaikan oleh PPID pada SKPD/UKPD juga diperoleh 
informasi bahwa ada 2 pemohon yang mengajukan sengketa informasi ke 
Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Rekapitulasi Daftar Pelayanan 
Informasi Publik yang dilayani melalui PPID pada SKPD/UKPD Provinsi DKI 
Jakarta selama Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Rincian Pelayanan Informasi Publik PPID pada SKPD/UKPD  
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 

 
 

Rekapitulasi laporan pelayanan informasi publik tahun 2016 yang 
disampaikan oleh PPID pada SKPD/UKPD tersebut juga dapat diuraikan 
berdasarkan Satuan Kerja/Unit Kerja (selain Kecamatan dan Kelurahan) yang 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
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No BADAN PUBLIK 
JUMLAH PERMINTAAN 

INFORMASI 
1 Badan Pendidikan dan Pelatihan 0 
2 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0 
3 Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 2 
4 Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 26 
5 Badan Kepegawaian Daerah 87 
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 268 
7 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 2283 

8 Badan Pembinaan BUMD Dan Penanaman 
Modal 0 

9 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset 
Daerah 619 

10 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Perempuan Dan KB 18 

11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 30 
12 Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda 0 
13 Biro Hukum 1264 

14 Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar 
Negeri 0 

15 Biro Kesejahteraan Sosial 0 
16 Biro Organisasi dan Reformasi Birokasi 0 
17 Biro Penataan Kota Dan Lingkungan Hidup 6 
18 Biro Pendidikan dan Mental Spriritual 1160 
19 Biro Perekonomian 1 
20 Biro Tata Pemerintahan 2 
21 Biro Umum 0 
22 Dinas Bina Marga 42 
23 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3591 
24 Dinas Kesehatan 34 

25 Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan 
Pangan 12247 

26 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah, Serta Perdagangan 779 

27 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 227 
28 Dinas Pelayanan Pajak 4222 

29 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan 
Penyelamatan 13 

30 Dinas Penataan Kota 11789 
31 Dinas Perindustrian Dan Energi 6 
32 Dinas Tenaga Kerja dan Transportasi 1123 
33 Dinas Kebersihan 328 

34 Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah 
Daerah 0 

35 Dinas Sosial 10 
36 Dinas Tata Air 95 
37 Dinas Pendidikan 1 
38 Dinas Olahraga dan Pemuda 1545 
39 Dinas Pertamanan Dan Pemakaman 95 
40 Dinas Perhubungan dan Transportasi 10 
41 Inspektorat 6 
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42 Satpol PP 2 
43 Sekretariat DPRD 135 
44 Walikota Administrasi Jakarta Pusat 0 
45 Walikota Administrasi Jakarta Barat 0 
46 Walikota Administrasi Jakarta Selatan  
47 Walikota administrasi Jakarta Timur 0 
48 Walikota Administrasi Jakarta Utara 0 

Jumlah 42066 
 

Tabel 3. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik dengan Rincian per SKPD/UKPD 
  Tahun 2016 

 

Selain Satuan/Unit Kerja yang telah diuraiakan diatas, PPID pada 
Kecamatan di seluruh Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi melaporkan 
bahwa pada tahun 2016 ada sebanyak 29 pemohon informasi publik yang 
keseluruhannya dapat dipenuhi. Selain itu PPID pada Kelurahan di seluruh 
Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi melaporkan bahwa selama tahun 2016 
ada sebanyak 3295 pemohon informasi publik, dengan jumlah yang dipenuhi 
sebanyak 3271 pemohon, ada sebanyak 11 permohon informasi ditolak karena 
informasi dikecualikan, 13 informasi tidak dikuasai dan tidak ada yang masuk 
ke ranah sengketa informasi publik. 

 

D. HASIL EVALUASI DAN PEMERINGKATAN KETERBUKAAN 
INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH OLEH KOMISI 
INFORMASI REPUBLIK INDONESIA 

Setiap tahun Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 
menyelenggarakan Penilaian melalui metedo Kuesioner Penilaian Mandiri. 
Seluruh Badan Publik diminta untuk mengisi beberapa lembar formulir 
kuesioner sebagai bahan penilaian, pemeringkatan dan evaluasi yang 
dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat RI.  

Pada tahun 2016, Komisi Informasi Pusat RI membagi dua tahapan 
penilaian menjadi dua termin verifikasi. Termin pertama berupa formulir 
verifikasi kuesioner yang dikirimkan paling lambat akhir mei 2016, dan termin 
kedua berupa Verifikasi Lanjut Acak (VLA) yang ditujukan ke beberapa Badan 
Publik yang masuk ke dalam 20 besar pemeringkatan. Termin kedua tersebut 
dilanjutkan dengan Visitasi/Kunjungan Lapangan Komisioner Komisi 
Informasi Pusat RI untuk menilai kesesuaian kondisi lapangan dengan hasil 
kuesioner yang telah diisi. 

Berdasarkan keseluruhan hasil tahapan penilaian yang diikuti oleh 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka pada pengumuman hasil 
pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Badan Publik 
pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan posisi 
pada peringkat 6 terbaik dengan total nilai 86,73 dengan hasil kualifikasi  
“menuju informatif”. Pelaksanaan pengumuman pemenang tersebut 
diselenggarakan pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 
oleh Komisi Informasi Pusat RI di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia. 
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Gambar 4. Penyerahan Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik  
Tahun 2016 oleh Komisi Informasi Pusat RI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Sertifikat Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik  
Tahun 2016 

 

 

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN 
INFORMASI PUBLIK 

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan 
oleh PPID Provinsi, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan 
eksternal dan internal organisasi, diantaranya : 

a) PPID pada SKPD/UKPD belum sepenuhnya menyadari dan memahami 
pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi 
sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; 

b) PPID pada SKPD/UKPD masih belum memahami makna pengecualian 
informasi publik dan masih ragu untuk menyampaikan dan memberikan 
jawaban informasi publik terhadap informasi yang sudah selayaknya 
dibuka ke publik sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang 
berlaku; 

c) PPID pada SKPD/UKPD masih memerlukan penjelasan yang lebih banyak 
mengenai mekanisme uji konsekuensi dalam mengecualikan informasi 
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publik dan hingga saat ini belum memiliki pemahaman atau narasumber 
yang tepat terkait penjelasan tentang mekanisme mengecualikan informasi; 

d) Sumber Daya Manusia di SKPD/UKPD yang sangat terbatas dalam 
penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Baik 
keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan 
teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik; 

e) Sumber Daya Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang belum 
diakomodir pada ranah SKPD/UKPD terkait pengelolaan dan pelayanan 
informasi publik; 

f) Belum tersedianya desk pelayanan informasi publik untuk memudahkan 
pemohon informasi dan juga menjadi penilaian Komisi Informasi Pusat RI 
terhadap Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik; 

g) Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan 
Informasi Publik dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat 
yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk 
mencari keuntungan; dan 

h) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap regulasi Peraturan Gubernur 
Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik yang sudah 
disediakan oleh Pemprov. DKI Jakarta sebagai acuan dalam pelayanan 
informasi publik di lingkup Provinsi DKI Jakarta. 

 

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK 
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 

Ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindaklanjut 
pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang 
diselenggarakan oleh PPID Provinsi untuk waktu yang akan datang, yaitu : 

a) Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh PPID pada 
SKPD/UKPD maka dirasa perlu untuk memberikan Bimbingan Teknis, 
Sosialisasi atau penjelasan kepada PPID pada SKPD/UKPD mengenai 
tugas, pokok dan fungsi PPID serta mekanisme pengelolaan serta 
pengecualian informasi publik; 

b) Perlunya melaksanakan pengembangan/pemutakhiran sistem informasi 
dan portal/website PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih 
memudahkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara online, 
sehingga informasi publik yang disajikan dapat terklasifikasi dengan baik; 

c) Pelayanan informasi akan lebih maksimal dan baik dengan menempatkan 
desk pelayanan informasi, tidak hanya pada PPID Provinsi, tetapi juga 
seluruh PPID pada SKPD/UKPD, agar dapat lebih mudah di akses oleh 
masyarakat.  

 

 

 

 

 






